PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

PRESIDEN REPUB[_,IK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Undang-
| undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu
menetapkan Keputusan Presiden tentang  Pembentukan Badan

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan

Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

Mengingat  : 1. Fasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar
1945,

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 52);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Pen'gangkutzm Gas Bumi melalui Pipa
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 141,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN ~ PRESIDEN TENTANG  PEMBENTUKAN BADAN
FENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR

MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI
MELALUI PIPA;

BAB ...
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BAB |
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Badan Pengatur Penyediaan
dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, yang selanjutnya disebut

Badan Pengatur,

[asal 2

Badan Pengatur berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

BAB I
FUNGSI, TUGAS, WEWENANG,
DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3
Badan Pengatur merupakan lembaga pemerintah  yang dalam

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnyd bersifat independen.

Pasal 4

Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Pengangkutan Gas Bunii melalui pipa, dalam suatu pengaturan
agar ketersediaan dan distvibusi Bahan Bakar Minyak yang
ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas

Bumi di dalam negeri.
Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Badan Pengatur mempunyai tugas mengatur dan menetapkan :

a. ketersediaan ...
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a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;

b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;

c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan
Bakar Minyak;

d. tarif Pengangkutan Gas Bumi melaluj pipa;

e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;

-f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

Pasal ©

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

Badan Pengatur mempunyai wewenang :

a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah
melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak
di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme

pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;

b. menetapkan volume alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari
masing-masing Badan Usaha sesuai dengan lzin Usaha untuk
memenuhi cadangan nasional Bahan Bakar Minyak yang

ditetapkan Pemerintah;

C. menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas 'Pengaﬁgkutan
dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas
penunjangnya milik Badan Usaha-dalam kondisi yang sangat
diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di

daerah terpencil;

d. menetapkan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai

dengan prinsip tekno-ekonomi;

e. menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan
 kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli

masyarakat;

f. nenetapkan ...
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menetapkan dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan
dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan

kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak
khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa; :

mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai  besaran
turan Badan Usaha yang mempunyai kegialan usaha di bidang
penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta
Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dan menetapkan biaya hak

kKhusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melaluj pipa
bada ruas tertentu dari transmisi Gas Bumi dan pada wilayah
tertentu dari  jaringan distribusi Gas Bumi melalui lelang,
berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi

Gas Bunii Nasional,

Pasal 7
Badan Pengaﬁlr bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepala Badan Pengatur wajib memberikan laporan kepada
Presiden melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
mengenai hasil kerjanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan

dan/atau apabila di perfukan,

BAB 1Ii
ORGANISASI

Pasal 8

Badan Pengatur terdivi atas komite dan bidang.

Badan Pengatur dipimpin oleh Kepala Badan Pengatur,

Pasal 9 ...
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Pasal 9

Komite terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota
dan 8 (delapan) orang Anggota, yang berasal dari tenaga

profesional.

Ketua dan para Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah
mendapat pcrsetujl.ian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, berdasarkan usul Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral.

Pasal 10

Ketua Komite adalah Kepala Badan Pengatur.

(n

(1)

- (2)

Pasal 11

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri
atas Z (dua) bidang yang merupakan Direkiorat-direktorat,

masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur.

Direktorat sebagaimana dimaksud dalam ayit (1) masing-

masing membawahkan 2 (dua) kelompok kerja.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri
atas pejabat fungsional yang diangkat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan- fungsi dan tugas Badan
Pengatur, dibentuk Sekretariat Badan Pengatur yang dipimpin
oleh Sekretaris Badan P_engatur.

Sekretariat Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) membawahkan 3 (tiga) Bagian dan 1nasing-ma§ing Bagian
membawahkan 2 (dua) Sub Bagian.

Pasal 13 ...
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Pasal 13

(1) Direktur dan kelompok kerja, serta Sekretaris Badan Pengatur,
Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan pegawai lainnya di
bawah | jabatan-jabatan tersebut adalah pegawai  Badan
Pengatur berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

(2) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral selaku pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 14

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Ketua dan/atau
Anggota Komite diberhentikan dari jabatan organiknya selama
menjadi Ketua dan/atau Anggota Komite tanpa kehilangan

statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BN

(2) Hegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
apat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi
tanpa fterikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan

~ peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai Negéri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberhentikan - dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- apabila telah mencapai batas pensiun dan diberikan hak-hak

kepegawaiannya sesuai peraturan peru ndang-undangan.

Pasal- 15

(1) Direktorat dan Sekretariat Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) adalah jabatan '

struktural eselon lla.

.(2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah
jabatan struktural eselon. lla,

. (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
_ adalah jabatan struktiral eselon [Va.

Pasal 16 ...
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Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

" Ditetapkan di Jakarta
. : pada tanggal 30 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTKI

‘Salinan sesuai dengan aslinya




